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PEMERINTAH IGBUPATEN DAERAH TINGI<aT II TAPIN

LEMBARAN DAERAH
KABTJPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN

NOMOR : 1G TAHUN 7992 SERI D NO - Ser.i 15

PERATUMN DAERAH KABI]PATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN

NOMOR : 1O TAIn N 1g9Z

TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA PEMER]NTAH DESA OAN PB{EIiINTAH KELURAI{AN

DENGAN MHMAT TT]HAN YANG MAHA ESA

HJPATI KEPAI,A DAEMH TINGKAT II TAPIN

Menlmbang : a. bahwa ttntr-tk meningkatkan kemampnan perner.intah
Desa dan pemerintah Kelurahan dalam nlenye*lenggarakan tngas-tugas pemerir-rtaha., pen)-
bangunan dan pelayanan kepada masyaraka.b malca
untr.rk pel-aksanaannya mernl-reril<an irasiL sehagl_an hasil Pajak dan Retrj_busi Daerah Tingkat,II Tapln kepaqla pemerintah Desa clan pemerin_
t,ahan Kelurahan:

h. bahwa clengan dikelr-rarkarrnya l(eputr_rsrr. Ment,er.i
Dal-am Negeri lrlomor iO Tahr-rn lgBO terrtatng
Pemberian sr-rmkrangan dan BanLr-ran sert;r pemrre-
rian Sebagian HasiI pajak tlan Retrihrr_rr:i
Daer.ah kepada Pemerint,ah Desa j is. Kepr_itusan
Menteri Da1am Negeri Notnor gB Tahr-rn lpgO
tentang Pedoman penyisihan pener:imaan pajak
Er-rnl dar-r Bangltnan Baglan Daerah Tingl<at I r:larr.
Daerah Tingkat II serter pemberian Sr_rmbangan,/
Bantuan dan Pernber.ian Sehaglan HasiI pajal<
clan Retrj-krusi Daerah kepada pernerintah Ke1r-r_
raharr:
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c. bahwa untuk rnaksnd tersebut huruf a cian b
konsideran di atas dipandang perlu menetap-
kannya daram suatu Peratnran Daerah Kabrpaten
Daerah Tinekat II Tapin.

Mengingat : 1.

2.

Llndang-undang Nomor 8 Tahun 1g6E tentang pem-
bentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tinghat II Taba-
long ( Lembaran Negara Republik Inc{onesia
Tahnn 1965 Nornor. 51, Taml-rahan Lemiraran Negara
Nomor 2756);

Undang-r.rndang Nomor S Tahun lg7 4 tent,ang
Pokok-pokok Pemerintahan d1 Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lg74 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Ncrmor 3037 ) ;

3. Undang-undang Nomor b Tahun 1p7g tentang
Pemerintahan di desa (Lembaran Negara Repr_r-
Lrlik Ind.nesia Tahnn lg7g Nomor 56, Tamhahan
Lembar.an Negara Nornor SlSB ) ;

4. Peraturan Ment,eri Dalarn Negeri Nomor 14
tentang Bentuk Per.atr.rran Daer.ah;
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Per.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahr.rn
1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa, Pengttrusan clan pengawasannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nc-rmon B Tahnn
1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nr:mor hO Tahrrn
1900 tentang Pemherlan Sr.rmbangan c_lan Bantnan
serta Pemberian Sebagian HasiI pajak clan
Retrilrttsi Daerah kepacla Pemerlntah Desa;

Kepr-rtusan Flenteri Dal-an Negeri Nomor. gB Tahr.rn
1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerj-rnaan
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tirrgkat
I dan Daerah Tingkat 1I serta Pemberian Sunr-
bangan"/Bantuan dan Pemberian Selragian HasiI
Paiak dan Retrihusi Daerah Kepada Pemerlntah
Kelurahan;

9. Perat,uran Daerah Propins j- Daer,ah Tingkat I
Kalimantan SeLatan Nomor 1 Tahun 1983 tentang
Sumber" Pendapatan Desa, Pengurusan dan Peng-
awasannya.
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1ct. Perat,uran Daerah prrrpinsi Daerah ringkat I
Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahr-rn 1gg1 tentang
Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

11. Peraturan Daerah propi.si Daerah rlngkat I
Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahnn 1gg1 tentang
Penyuslrnan Anggaran Penerlmaan clan pengel-uar-
an Kenangan Desa.

Dengan pereetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab,-rp^t*n
Daer.ah Tingkat II Tapin.

MEMUTUSKAN:

MENetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TAPIN TENTANG PEMBERIAI.I EEBAG]AN HAS]L PAJAK
DAN RETRIEUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH I(ELURAHAN .

BAB I

KETENTUAN T]MUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ir-ri yang ciirnaksrud clengan
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tapin;
h,. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabr-rpa-

ten Daer.ah Tingkat II Tapin;
c. Kepala Daerah adalah Bupatl Kepala I)aerah

Tingkat II Tapln;
d. Desa adal-ah sr.ratu wllayah yang ditempati

oleh se jumlah pendr.rclr-rk sebagai kesatuan
masyarakat termasuk di dalamnya keeratuarr
masyarakat hukum yang mempunyai orgarrisasi
pemerintahan terendah latrgsung di bawah
Carnat dan i:erhak menyelenggarakan rr.rmah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Ke-
satuan RepuLrIik Indonesia ;

e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditem-
pati oleh secumlah penduduk yang mempnnyai
organisasl Pemeriniahan terendah langeung di
hawah camat yang tidak berhak menyelenggara-
kan rumah tangganya sendlri;

f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lem-
baga Musyawarah Desa;

c. Pemerintah Kelr-rrahan aclalah terdiri dari
Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan;
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h. Anggaran Desa adalah rerlc-:Erna operasional tahr-rnan clari
pada program umtun pemerintahan dan pemkrangllnan desa yang
dijabarkan dan diterjemahkan cralam angka-angka rupiah, di i

satu pihak mengandr-rng per.i<iraan target penerimaan clan
dlIal-n pihak mengandung perkiraan batas tertinggi penge- j
l-riaran ciesa;

:i. Anggaran Kelur'ahan adalah rencana operasional tahunan F

dari pada program umum pemerintahan kelurahan yang di-
j alra'1.1i6,t dan diter j emahkan clalam angka-angka ruL.iah,
disatu pihak mengandung perkiraan tar.get penerirnaan clan
clilain pihak mengandung per'ki-raan kratas tertlnggi- r,e.ge- ,

l-riaran ker-rangan kelurahan;

i. Penerlmaan Pajak dan Retribusi aclalah penyisihan peneri= I

maan Pajak clan Retribusi sebagai subsicfl,zsumbangan Pemer.-
intah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin; p

k. Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerajr aclalah sr-ratu
renc:ana ker-rangan yang pada suatti piirak menganclr.rng jumlah
tertineel untuk Beranja Daerah yang mungkin cllperrr.rkari 

iuntuk rnemk_,iayai kepentingan Daerah r-rntrik jangka wal<tr-r 1
( satu ) tahun, di-lain pihak snatu perkiraan pendapatan ,,

Daerah yang mungkin akan ciapat diterirna clalam masa ter.se_ /

br.it.

BAB II

SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DAN PE},IERINTAH KELUMHAN

Pasal 2

(1) Sebagiar-r hasil Pajak cian Retribusi Daerah yang diberikarr i
kepacla Femerintah Desa cian Penerintah Kelur.ahan bersum- F

ber dari Pendapatan AsIi Daerah Tingkat II.

(2) Bagian dari Pendapatan AsIi Daerah yang diberikan kepacla
Pemerintah Desa rlan Pemer.intah Kelurahan sebagaimarra I

dimaksud ayat ( 1) pasal ini seheear 2,5 % ( dua eeterrgah
per seratus) dari realisasi penerimaan Pendapatan AsIi I

Daerah 
I

(3) Pemberian sekragian Hasil- Pajak cian Retribusi sebagaimana F

dlmakeud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Anggar'arr
Pendapatan dan Belania Daerah Kabr,rpaten Daerah Tingkat
II Tapin setiap Tahun Anggaran.
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BAB III

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

( 1) Alc,liasi clatr Fen5,3111r'an clana ciari penerimaan seLragairrrln.l

'limaksucl pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala f)aererh
deugan pet'timh-rangan kelancar.an penyelenggaraarn Pemer j-n -
tahan, Femk,angunan dan Pelayanan kepacla ntasyarakat sert;:.
penrerat,aan untr-tk membantu desa cian kel-r-rrahan.

(2) Tata cara penyallrran dana sebagaimana dimakr,=ucl ayat
pasal ini di-tet,apkan oleh Kepa1a Daerah -

BAB IV

(1)

6

fi

PENERIMAAN DAN PENC,GUNAAN

Pasal 4

( 1) Hasil penerimaan sebagai-mana ilimaksr-rd Pasal 3 ayat ( 1)
Peratr-rran Daerah ini clicantumkan dalam AngEiaran Desa clan
Anggaran Ke l-r-rr.ahan .

(2) Hasil penerilnaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini
digunakan r-rntnk membiayai penyelenggaraalt Ferner'intahan,
Pemkiangr-rnan dan Pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENI]:ITTP

I

I

Pasal 5

( 1) Ha1-hal yang belurn diatur dalam
panjang mengenai pelaksanaannya
clengan Keput,usan Kepala Daerah-

Peraluran Daerah ini se-
akan diatr-rr lebih Ianjr-rt,

s
0

Q) Peratr.rran Daerah ini mulai herlaku pacla tar:ggal- di-
undangkan. Agar eetiap orang dapat mengetahu j-nya,
memerintahkau pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
rnenetrrpatkannya dal-am Letnbaran Daerah Kakrupaten Daerah
Tingkert I I Tapin.
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Dewan Perwaki_lan
Kahr-rp-3fen Daerair

Tanggal
Nomor.
Tahnn
Seri
Nc,m6r' seri

Rakyat Daerah
Tk. II Tapin

Rantan, 2! Jr_rni i]g,l,

BUPAT] KEPALA DAERAH
TINGKAT II TAPIN

Cap,zdtt

H- AHMAD MAKKIE, BA

Disahkan oleh Gubernr.rr
Kepala Daerah Tlngliat I
Kal-lnantan Selatan tle-
ngan sr-rrat Keputusan :

Tanggal : 28 Sept lgg2
Nomor :4B,zSK-I,/KUM

Ketr-ra,

Cal-,/dtt

H. HERI'{ANSYAH KAWIE, BA

Dlundangkan dalam Lembaran
kabupaten Daerah Tinckat II

Daerah
Tapin

E Oktober
16
1992
D
1tr.

g

€

SEKRETAR]S WILAYAH/DAERAH
T]NGKAT ]] TAP]N

Cap,/dtt

Drs. DARHAM

Pembina
NIP. 010 065 585 i
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PENJEI,ASAN

PERATURAN DAERAH KABT]PATEN DAEMH TINGKAT II TAPIN

NOMOR : 10 TAHUN LggZ

TENTANG

I

o

Sekragsim3ns pelaksanaan pasal Zl hr-rrr_rf kr Llnrlang_undang Nornor s ral-rtrn rgTg tentang pernerintaha' Der.ra jr:.
Per'at,nr.,an Menteri Dal_am Negeri Nomc,r 1 Tahr-rn I}BZ, t,er-i_tang si-rmber-sumher pendapat,an Desa, pergrir*s clatr pe.g_
awasanllya serta Kepr.rtr.rsan Menteri Dalam fiegr11i IrJomor 5r-)Talrr-ui 1990 tentang pemberlan Sr_rmkratrgan cian Bantnan sertarPember.iarr Sekragf a'p Hasi I paj ak clan Retrilrr_rsi D;iera]rkepada Pemer-1ntah Desa dan Keput,r-rsan l,lenterl I)a1aniNegeri Nornor gg Tahun lggo tentang pecioman perryjsiharn
Pe.erimaan pajak Bumi cran Bangunan Bagi_a. Dae.ah ri.gl<atJ clan Daerah Tlr:gkat I I serta pemkreri.en Snnb.rngan,/Bant'uan dan Pernberiatr Sebagian Hasil Pal)ak .1a. Re:t,r.ilru,siDaerah kepacla pemer,intah Kelurahan, serta peratr-r.an
Menteri Da1am Negeri Nomor g tahr.rn 1gg(l tentang lren.ge._1o136*11 Kenangan Kelurahan , perlr.r rnenet apkan k)eEiar nyilFemberian sebagian HaslI pajak dan retr.ibr.r-+i Daerairl<el'acla Pemer'intah Desa clan peme.int-,ah Kerr.rr,aha..

Selain dar.i pacla itu peraturan Daerah ini jr-rga
'-1 

iE'err'l-ukan r-1a1am rangka peningka,t,an l<emamplrar.i pemer.,rnt,arli
Desa dan Felnerintah Kel-r-rrahan dalam tnen:r'e lenggrrr.,al.;an
tr-r-qaEr-t,r-l.gas Pemer-int,ahan dan pemk,anE:Lulan Desi_r r:1etr1 Ke_Ir'trahan se(-Jara Lrerrlayagurra clan kre.n]-ia::iigr-rrra s:er.ta rne'.-trinqkat kan pe layanan kepacia masyar,akat, seernari cleng;an
t itrgkat' tr'el'kemlrangan pentbangr-rnan di,-jesa dan kelr-rrah.rr-r.

II. PENJEI,ASAN PASAL DM{I PASAL

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL
KEPADA PM{ERINTAH DESA

II. PENJETASAN UMT]M

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAI{
DAN PEMERINTAH KELI]RAI{AN

Cukr-rp i elas
Cr.tkup j e l-as
Pertimbangan PenetaL-,an Pr,:rs;sn1a-i 2,8 i(
dari Penciapatan Asl, j- Dar,,r,ah r:1 irnith:iuill<arr
agar Pemer.j-ntah Desa dan pemerintah l(e-
lr.rr.ahan benar-henar dapat rrreningkat,lcan
kemampuan dalam penyelenggarakan tngarr..
t,r-rgael pemer.intahan dan petnkranglrrran ser't,ar
neningkatkan pelayanan kepada masyara.kat,.
Cr.rkr.rp j e las
Cr-rkuir jelas
Cr.rkr-rp j elas
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Tl^^- I 1
r dEql J_ _L

Tl-.--- I - / < \
-ccl tr'd-L L (I.)

Par=,a1 2 (2)

Lr&Ererl 3
-^.-.-.l ,t

F'fl !r al, _L a

pasal 5
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